
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu difetapkan Peraturan 
Bupati Bekasi tentang KedJdukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi sertl Tata Kerja Dinas 
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten Bekasi. 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
I 

pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Bbrita Negera Tahun 
1950); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan 1asal 
5 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
I 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi, maka untuk atutan pelaksanaannya 
perlu ditetapkan Kedudukan, sJsunan Organisasi, 

I • 
Togas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas 
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten Bekasi; 

Mengingat 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
I 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 
KABUPATEN BEKASI I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEK.AS! 

'YI TAJIUlT 2016 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 



7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
I 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bekasi. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerJbahan Kedua Atas 

I Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan · antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor[4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
I Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik lndohesia Tahun 2011 
I Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
I 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (LembarJ,. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara 
Nomor 5494); 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bekasi; 
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Bekasi; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Pertanaha.h Kabupaten Bekasi; 
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perankkat Daerah Kabupaten 

Bekasi; 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah 

unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas yang 
mempunyai wilayah kerja satu atau bbberapa kecamatan; 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adJi.iah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas, welenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenJg untuk melaksanakan 

I 
kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung 
kelancaran tugas pokok Dinas. 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN F~NGSI SERTA DAN TATA 
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN 

I 
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI 

BABI 
KETENTUAN UMUJM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 
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Menetapkan 



( sepuluh) ha. 
c. perumahan dan kawasan permukiman kumuh, 

meliputi pencegahan perumJan dan kawasan 
permukiman kumuh pada daerJ kabupaten; 

d. prasarana, sarana, dan utili!as umum (PSU), 
meliputi penyelenggaraan PSU pdrumahan; dan 

e. sertifikasi, kualifikasi, klasifilJsi, dan registrasi 
bidang perumahan dan kawlsan permukiman, 
meliputi sertifikasi dan registrabi bagi orang atau 

I badan hukum yang melaksanakan perancangan dan 
I perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, 

sarana dan utilitas umum PSU lngkat kemampuan 

kecil. I 
Dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pertanahan 

I 
sebagaimana dimaskud pada ayat (1), Dinas mempunyai 
kewenangan: 

pemerintah terkena relokasi program 
kabupaten; 

b. kawasan permukiman, meliputi: 
penataan dan peningkatan kualitas kawasan 
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 

(2) 

( 1) 

BAB II 

KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUG~S POKOK DAN FUNGSI 
Bagian Kesatul 
Kewenangan 

Pasal 2 
Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang 
pertanahan, permukiman dan perulahan; 

I 
Dalam menyelenggarakan urusan Bidang pertanahan, 
permukiman dan perumahan 
sebagaimana dimaskud pada ayat (l), Dinas mempunyai 
kewenangan: 
a. perumahan, meliputi: 

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban 
bencana kabupaten; 

2. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang 
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Jalan Umum, serta Pertanahan; 

c. 

b. 

Bagian Keempat 
Fungsi 
Pasal 5 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, 

I Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Penerangan Jalan 
Umum, serta Pertanahan; 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan 
umum bidang Perumahan Rakyat) Kawasan Permukiman, 

I 
Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, serta Pertanahan; 
pembinaan tugas dan mengevalJasi bidang Perumahan 
Rakyat, Kawasan Permukiman, Perbm.anan dan Penerangan 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok 

Pasal 4 
Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, 
membina, dan mengevaluasi urusJ pemerintahan daerah 
berdasarkan asas desentralisasi dan iugas pembantuan pada 
bidang pertanahan, permukiman dan perhmahan. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 3 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di 

bidang pertanahan, permukiman dan perumahan. 
I 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

terhadap 

a. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 
Pemerintah Daerah; 

b. Pengendalian dan Pengawasan 
I pemanfaatan serta peruntukan lahan; 
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( 1) 

c. 
b. 
a. Pimpinan; 

Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian; 
Pelaksana adalah Bidang, Seksi-Sek~i, Unit Pelaksana Teknis 

I 

Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

I 

Bagian Kedua I 

Susunan Organisasi 
Pasal 7 

Organisasi Dinas Terdiri dari : 
1. Kepala; 
2. Sekretariat, membawahkan : 

a) Subbagian Perencanaan; 
b) Subbagian Keuangan; 
c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

I 

3. Bidang Perumahan Rakyat, membawahkan: 
a) Seksi Penataan dan Penyedialn Perumahan; 

I 

b) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; 
c) Seksi Pengawasan dan Pengeildalian Perumahan. 

4. Bidang Kawasan Permukiman, mbmbawahkan : 
a) Seksi Infrastruktur PermukiJan; 
b) Seksi Penataan dan Pengemblngan Permukiman; 
c) Seksi Pengawasan dan Penge!dalian Permukiman. 

5. Bidang Pertamanan dan Penbrangan Jalan Umum, 
membawahkan : 
a) Seksi Pengelolaan Pertamanan; 
b) Seksi Pengelolaan Peneranga.J Jalan Umum; 

BAB III 

ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Unsur-unsur Organisasi 
Pasal 6 

Dinas terdiri dari unsur-unsur : 

e. 
d. 
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penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



c. 
b. 

a. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja dnJas; 
I . 

Merumuskan RPJP, RPJM, dan RKP Dinas; 

Merumuskan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa 

Jabatan Dinas; 

d. Merumuskan Laporan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 

jabatan Bupati; I 
e. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 

f. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang­ 

undangan di Bidang Perumahan Rakyat, Bidang 

(2) 

Bagian ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf Kesatul 

Kepala Dinas 

Pasal 8 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, 

menyelenggarakan, membina dJ mengevaluasi urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan 

tugas pembantuan pada bidang Perumahan Rakyat, bidang 

Kawasan Permukiman, bidang Perdunanan dan Penerangan 

Jalan Umum, serta bidang PertanahJi.n. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada Ayat 1 Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

(1) 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak te~isahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan 

Penerangan Jalan umum. 

6. Bidang Pertanahan, membawahkan : 

a) Seksi Pengadaan Tanah; 

b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah; 

c) Seksi Pengelolaan Pemakam~. 
I 

7. UPTD; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 
hektar; 

s. Menyelenggarakan pelaksanaan musyawarah dengan 
para pemilik tanah yang terJena pembebasan tanah 

I 
untuk Pembangunan Pemerintah Daerah; 

q. 

p. 

o. 

n. 
periodik; 
Merumuskan konsep terhadap bentuk, struktur tanah 
untuk perubahan fungsi Pemantaatan Tanah; 
Menyelenggarakan Pengendalia'.n terhadap lahan tidur 
yang sudah dikuasai oleh pengebbang; 
Mengarahkan dalam penyediaah dan rehabilitasi rumah 

korban bencana; II 

Mengarahkan Fasilitasi penyediaan rumah bagi 
masyarakat yang terkena reloJasi program pemerintah 
daerah; 

r. Merumuskan Penataan dan Peningkatan kualitas 

k. 

j. 

i. 

h. 

g. 

kawasan permukiman, bidang pertanaman dan 
I 

penerangan jalan umum, serta Pertanahan; 
Merumuskan bahan kebijakanl pedoman dan petunjuk 
teknis serta administrasi di bihang Perumahan Rakyat, 
bidang Kawasan Pennukiman, bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Umum, serta bidang Pertanahan; 
Menyelenggarakan pengukuran dan pemetaan bidang 
tanah; 
Menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan 
Pembangunan Pemerintah Daerk; 

I Menyelenggarakan pembentukan panitia pengadaan 
tanah sesuai dengan peraturan lperundang-undangan; 
Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi pengadaan 
tanah untuk kepentingan PJmbangunan Pemerintah 
Daerah; 

I. Menyelenggarakan pelaksanaan inventarisasi tanah yang 
akan terkena pembangunah untuk kepentingan 
Pembangunan Pemerintah Daerk; 

I 
m. Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan 

terhadap pemanfaatan, peJntukan tanah secara 
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kawasan wilayah dalam rangka menjaga keseimbangan 
ekosistem; 

hh. Menyelenggarakan kebijakan penyerahan prasarana 
sarana dan utilitas perumahan kepada pemerintah 
daerah; 

ii. Menyelenggarakan Infrastruktur Permukiman; 

ff. 

ee. 

dd. 

cc. 

bb. 
aa. 

z. 

y. 
x. 

w. 

v. 
u. 

t. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian ganti 
kerugian atas tanah, banguJan dan tanaman yang 
terkena pembangunan Pemerinb Daerah; 
Meyelenggarakan penyelesaian lengketa tanah garapan; 
Menyelenggarakan pembentukJm panitia pertimbangan 
landreform; 
Menyelenggarakan penetetapan redistribusi tanah 
kelebihan maksimum dan tanJ absentee; 
Mengkoordinasikan kegiatan oplerasional dinas; 
Menyelenggarakan pelayanan kan informasi di bidang 
tugasnya; 
Menyelenggarakan penetapan ~okasi tanah yang akan 
terkena pembangunan untuk kepentingan umum; 

I Menyelenggarakan urusan Pengelolaan Pemakaman; 
I Menyelenggarakan urusan Pertamanan dan penerangan 

jalan umum; 
Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis 
pelaksanaan bidang pertanalian, bidang perumahan 
rakyat, bidang kawasan pebukiman dan bidang 

I 
pertanaman dan penerangan jalan umum; 

I Merumuskan penetapan norma standar pelayanan 
minimal dinas; 
Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang­ 
undangan dan norma standar pelayanan minimal Dinas; 
Menyelenggarakan pengawasah terhadap penerapan 
peraturan tentang bidang Perumahan Rakyat, bidang 
Kawasan Permukiman, bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Umum, serta bidang Pertanahan; 

gg. Menyelenggarakan penetepan dan perubahan fungsi 

- 9 - 



Paragraf Kedua 
Sekretariat 

Pasal 9 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mepunyai 
kk · · I akan t tugas po o mermmpm, me1encan , menga ur, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional 
I 

administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta 

(1) 

tt. 

SS. 

bahan pengembagan karir; 
Mengadakan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan 
bawahan pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan; 
Menyampaikan laporan basil pelaksanaan tugas kegiatan 

I 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan; 
Melaksanakan tugas kedinasJ lainnya yang diberikan 
oleh Bu pati. 

IT. 

qq. 

pp. 

00. 

Sekretaris Daerah; 
11. Menyampaikan laporan keuangan Dinas kepada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ierkait sebagai bahan 
penyusunan laporan keuangan :daerah; 

mm. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan 
peraturan perundang-undangah yang berakitan dengan 
lingkup tugas pada Dinas Jebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

nn. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah 
maupun Satuan Kerja Peran~t Daerah lainnya sesuai 
lingkup tugas pada Dinas; 
Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada 
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 
sesuai dengan ketentuan yang Berlaku; 

I 
Membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan pedoman dan keientuan yang berlaku; 
Menilai basil kerja bawahan ~ecara berjenjang untuk 

Penataan dan ii. Menyelenggarakan 
Permukiman; 

kk. Melaporkan basil pelaksaan tugas kepada Bupati melalui 

pengembangan 
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d. 
c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas; 

Menghimpun bahan-bahan LPJPD dJm RPJMD sesuai bidang 
tugasnya; 

e. Menghimpun bahan-bahan LPPD taliunan dan LPPD lima 
I 

tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

Pasal 10 
Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, mehipunyai uraian tugas 
sebagai beriku t : 
a. Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala 

prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan 
tu gas; 

membawahkan : 
a. Sub Bagian Perencanaan; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(3) 

(2) 
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program pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Pertanahan. 

Sekretariat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang. 

Dalam menyelenggarakan tugaJ pokok sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1), Sekretariat Fempunyai fungsi : 
a. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaran 

d · · · k I k · d a ministrasi umum, euangan, epegawaian an 

program; L 
b. Perencanaan operasional kegia administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian; 
c. Pengendalian dan pembinaan administrasi umum, 

keuangan , kepegawaian serta prbgram; 
d. Pengkoordinasian penyusunan program dan laporan 

bidang-bidang; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinta. 
(4) Dalam menyelenggarakan tugas pok6k dan fungsi Sekretariat 



q. 

p. 

0. 

n. 

m. 

1. 

k. 

j. 

i. 
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Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan Rencana 
I 

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RIIBMD); 
I 

Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan 
administrasi umum, keuangan dan Jepegawaian serta 
perencanaan, evaluasi dan pelaporJ; 
Melaksanakan penatausahaan keuJgan atau verifikasi yang 
berkaitan dengan dokumen keuangah; 
Menyelenggarakan dan mengkoordinlasikan pelaksanaan 
tugas administrasi umum, keuangJ dan kepegawaian serta 
perencanaan, evaluasi dan pelaporJ; 
Mengkoordinasikan semua bidang dLam rangka 
menghimpun perencanaan kegiatan,I evaluasi program dan 
menganalisa data serta laporan basil kegiatan; 
Mempelajari, memahami dan melakJanakan peraturan 
perundang-undangan, ketentuan-ke!entuan yang berkaitan 
dengan administrasi umum, keuangb dan kepegawaian serta 
perencanaan, evaluasi dan pelaporJ; 
Memberikan saran dan pertimbangah teknis administrasi 
umum, keuangan dan kepegawaian lerta perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan kepada atasJn; 
Menyusun laporan administrasi umJm, keuangan dan 

I 
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan 
sebagai pertanggungjawaban kepadd atasan; 
Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada 
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 

I 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Dan Pertanahan pada masing-masing bidang sebagai bahan 
I 

penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 
Kabupaten; 

f. Menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati; 

g. Mengarahkan pengurusan Sertifikasi atas bidang tanah yang 
berada dalam penguasaan Dinas; 

h. Mengarahkan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah 
untuk kebutuhan Dinas; 



(2) 

Pasal 11 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyusun 

program kegiatan, melaksanakJ, membagi tugas dan 

mengontrol urusan program, evalJasi dan pelaporan yang 

meliputi penghimpunan rancana program atau kegiatan, 

evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawk.san Permukiman dan 

Pertanahan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Sub Bagian PerencanJan mempunyai fungsi: 

a. Menyusun program kegiatan program, evaluasi dan 

pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program 

dan kegiatan, evaluasi dan lap6ran dari masing-masing 

bidang pada Dinas Perumdhan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Pertanahan; 

b. Pelaksanaan program, evaluasi dan peloporan yang 

1 . · ghi I d k · me iputi pen impunan rencana program an egiatan 

evaluasi dan laporan dari matng-masing bidang pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kalasan Permukiman Dan 

Pertanahan; 

c. Pembagian pelaksanaan tugasl program, evaluasi dan 
pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program 

dan kegiatan, evaluasi dan lap6ran dari masing-masing 

bidang pada Dinas Perum~an Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Pertanahan; 

( 1) 

r. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan 

berdasarkan pembagian tugas agar Jelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 

s. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan 

memonitor dan mengevaluasi hasil ~nerjanya untuk bahan 

pengembangan karier; 

t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 

kepada atasan; 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 
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1. 

k. 

j. 
i. 

h. 

g. 

kegiatan Dinas; 

f. 

e. 

d. 

c. 

b. 

Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 

tahunan dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan sebkgai bahan penyusunan 

LPPD Tahunan dan LPPD lima tahuJan Kabupaten; 
I 

Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir 

masajabatan Bupati; 

Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Umum; 
I 

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai 
I 

bahan pertanggungjawaban kepada Bupati; 
I 

Menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data 

h ilk · · · bid I as egiatan masmg-masmg 1 ang; 

Menyusun rekapitulasi bidang-bid~g lingkup Dinas dalam 
I 

penyusunan Laporan Kegiatan 'Uugas Pembantuan dari 

Pemerintah dan/ atau Provinsi; 

penyusunan RPJPD, RPJMD dan RI@D Kabupaten; 

Menyusun rencana kegiatan anggJ.an (RKA) dan Dokumen 
I 

Pelakasanaan Anggaran (DPA) pada Dinas; 

Menghimpun, memaduserasikan dah mengolah perencanaan 

d k · · · I bid program an egiatan masmg-masmg 1 ang; 

Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan 
I 

Menyusun bahan rencana strategisl (RENSTRA) dan rencana 
kerja (RENJA) dari masing-masing bidang; 

I 
Mengumpulkan bahan RPJPD, RlJMD dan RKPD dalam 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan pada masing-masing bidang sebagai bahan 

Pasal 12 

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun program kegiatan sub bagian program, evaluasi 

dan pelaporan pada Dinas; 

d. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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administrasi keuangan pada Dinas 
Rakyat, kawaslm. permukiman dan Perumahan 

pertanahan; 

(2) 

Pasal 13 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 
merencanakan kegiatan, melaksarnkan, membagi tugas dan 
mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas 
Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. 
Untuk melaksanakan tugas pokoJ sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sub Bagian KeuangJ mempunyai fungsi: 

k · d · · I · k d o· a. perencanaan egiatan a ministrasi euangan pa a mas 
Perumahan Rakyat, kawask.n permukiman dan 
pertanahan; 

b. pelaksanaan 

( 1) 

berlaku; 
s. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 

I 
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan 
karier; 

t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada atasan; 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

q. 
p. 

0. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berJaitan dengan bidang 
tugasnya sebagai pedoman dalam pJlaksanaan tugas; 
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

r. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan pedomJ dan ketentuan yang 

m. Menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan 
pemerintahan daerah kabupaten yahg ditugasperbantuankan 

· kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya; 
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 
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tahun; 

k. 

j. 
melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 
menyelenggarakan akuntansi kJuangan yang meliputi 
akuntansi penerimaan kas, akubtansi pengeluaran kas, 
akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas; 
menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan 
triwulan; 

1. menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir 

i. 

kegiatan dengan ketersedian anggaran serta pembebanan 
pada kode rekening; 

g. menyiapkan SPM; 
h. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai 

negeri sipil lingkup Dinas; 

e. 

d. 

c. 

b. 
a. menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas; 

melaksanakan kegiatan adminishasi keuangan selaku 
Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup dinas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 
meneliti kelengkapan SPP-LS penkadaan barang dan jasa 

I 
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan 
diketahui/ disetujui oleh PPTK; 
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPPl°U, SPP-TU dan SPP-LS 
gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentJan perundang-undangan 
yang diajukan oleh bendahara pengJiuaran; 
memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas 
penggunaan dana GU; 

f. meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP 

Pasal 14 
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai 
uraian tugas sebagai berikuit: 

c. pembagian pelaksanaan tugasl administrasi keuangan 
pada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman 
dan pertanahan ; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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(2) 

Pasal 15 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

I 
merencakan kegiatan, melakasanakan membagi tugas dan 

I 
mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan 
dan dokumentasi, perlengkapan, plerbekalan dan keperluan 
alat tulis serta ruang perkantorJ pada Dinas Perumahan 

I 
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

I 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada 
pasal (1) Sub Bagian Umum dan IKepegawaian mempunyai 

fungsi: I 

a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, 
kehumasan dan dokumentasi, berlengkapan, perbekalan 
dan keperluan alat tulis serta rubg perkantoran; 

I 

( 1) 

karier; 
t. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 

kepada atasan; 
u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

r. 

q. 
p. 

o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 
I 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya sebagai pedoman dalam pJlaksanaan tugas; 
memberikan saran dan pertimbangah teknis kepada atasan; 
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan pedomJ dan ketentuan yang 
berlaku; 

s. menilai basil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 
I mengevaluasi basil kerjanya untuk bahan pengembangan 

I m. menyusun catatan atas laporan keuangan; 
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif 
pemecahannya; 
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i. 

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas; 
I melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang 

lingkup Dinas; 

h. 

berada dalam penguasaan Dinas; 
e. melaksanakan pengadaan barang milik daerah untuk 

kebutuhan dinas; 
f. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan 

I 
keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, 
ATK, perbekalan serta ruang Dinas; 

g. menyusun laporan mengenai Rencana Kebutuhan Barang 
milik Daerah (RKBMD); 

d. 
c. 

Pasal 16 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikuit: 
a. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, 

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, 
perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran 
Dinas; 

b. melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan 
pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan 
pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran 
tu gas; 
menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas; 
melaksanakan pengurusan Sertifika~i atas bidang tanah yang 

perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta 
ruang perkantoran; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

dokumentasi, dan kehumasan kepegawaian, 

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan 
dan keperluan alat tulis serta rubg perkantoran; 

c. Pembagian pelaksanaan tuga~ urusan tata warkat, 

tata warkat, b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, 
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s. 

r. 

q. 
p. 

(ATK) pada Dinas; 
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas; 
menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk 
penguasaan dan penggunaan bJang milik daerah yang 
diperoleh dari beban APBD dan pero~ehan lainnya yang sah; 
melaksanakan pencatatan dan in~entarisasi barang milik 
daerah yang berada dalam penguasJan Dinas; 
menyusun usulan pemindahtangJan barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunanl yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan barang rnilik daerah selain tanah dan 
bangunan; 

t. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup 
Dinas meliputi layanan adminishasi kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), 
data pegawai, kartu pegawai Karpeg), Karls/ Karsu, 

I 
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, 
pensiun, membuat usulan formasi begawai, membuat usulan 
izin belajar, membuat usulan din diklat, kesejahteraan 

. . iiazah I I b . h pegawai, penyesuaian lJ , usu an pem enan peng argaan, 
memberikan layanan Penilaian An~ka Kredit (PAK) Jabatan 

I 
Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat 
konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, 
membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat 

n. 

m. 

1. 

k. 

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, 
I pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan 

alat tulis kantor (ATK) Dinas; 
melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut 
pengolongan dan kodifikasi barang; 
melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu 

I 
Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F; 
melaksanakan dokumentasi kepbmilikan barang selain 
kendaraan, tanah dan bangunan; 
melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah 
di Dinas sebagai bahan penyusuJan Buku lnventaris dan 
Buku Induk lnventaris barang milik pemerintah daerah; 

o. pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor 

j. 
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(2) 

Paragraf Ketiga 
I 

Bidang Perumahan Rakyat 
Pasal 17 

Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang dan mempunyai tugasl pokok merencanakan 
operasional, mengelola, mengkordinasikan, mengendalikan, 
mengevaluasi dan melaporkan urusdm perumahan rakyat. 

I 

Untuk melaksanakan tugas pokok ~ebagaimana dimaksud di 
atas, Bidang Perumahan Rakyat mekpunyai fungsi : 
a. perencanaan operasional bidanglPerumahan Rakyat; 
b. pengelolaan urusan Perumahan Rakyat; 

( 1) 

karier; 
bb. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 

kepada atasan; 
cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

z. 

y. 
x. 

w. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berJaitan dengan bidang 
tugasnya sebagai pedoman dalam pdlaksanaan tugas; 
memberikan saran dan pertimbangah teknis kepada atasan; 
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan pedomJ dan ketentuan yang 
berlaku; 

aa. menilai basil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan 
I 

mengevaluasi basil kerjanya untuk bahan pengembangan 

usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam 
jabatan, membuat dan atau mengubulkan perpindahan atau 
mutasi pegawai sesuai dengan Jeraturan yang berlaku, 
melaksanakan pengelolaan Sasaran f°erja Pegawai (SKP); 

u. mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas; 
v. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 
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Pasal 18 
Bidang Perumahan Rakyat dalam menyelenggarakan tugas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud, Jempunyai uraian tugas 
sebagai beriku t: 
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang 

Perumahan Rakyat; 
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja 

Bidang Perumahan Rakyat; I 
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 
kabupaten; 

d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan bidang sebagai bahan pe~yusunan LPPD Tahunan 
dan LPPD lima tahunan kabupaten; I 

e. Menyiapkan bahan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Perumahan 
Rakyat; 

g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perumahan 

Rakyat; I 

h. Merencanakan penetapan kebijakan dan strategi 
I pembangunan perkotaan dan pedesaan; 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang 
Perumahan Rakyat, membawahkan ~ 

I 
a. Seksi Penataan dan Penyediaan Perumahan; 

I 
b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; 
c. Seksi Pengawasan dan PengendJian Perumahan. 

(3) 
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c. pengendalian urusan, evaluasi dan pelaporan urusan 

Perumahan Rakyat; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



w. 
v. 

u. 

t. 

s. 

utilitas umum sebagai stimulan di lrumah sederhana, rusun 
dan rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan 
pemeliharaan; 
Menyusun bahan pelaksanaan pengembangan, pelayanan 
informasi dan komunikasi perumahJm rakyat; 
Menyusun bahan pelaksanaan, pbnetapan kebijakan dan 
strategi kabupaten; 
Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan penyerahan dan 
penerimaan prasarana sarana dan utilitas perumahan pada 
pemerintah daerah; 
Menyusun bahan kebijakan penetapan pemberian nama­ 
namajalan dilingkungan perumahJ dan kawasan industri; 
Menyelenggarakan koordinasi dengah bidang bidang lain; 
Menghimpun mengolah dan mengJalisa data serta penyajian 
data hasil kegiatan urusan pelayanah perumahan rakyat; 

r. 

q. 

p. 

o. Menyusun bahan peningkatan kapasitas teknik dan 
menejemen penyelenggaraan pemusatan; 
Menyusun bahan fasilitasi pe~cepatan pembangunan 
perumahan skala kabupaten; 
Menyusun bahan pembangunan prasarana, sarana, dan 

n. 

m. 

Menyusun bahan penerapan standar pelayanan minimal di 
bidang Perumahan Rakyat; 
Menyusun bahan pengelolaan pengembangan sistem 
informasi bidang Perumahan Rakyat; 
Menyusun bahan peraturan standkr prosedur dan kriteria 

I pemusatan genangan berdasarkan standar pelayanan 
minimal; 

1. 

i. Menyusun bahan pen eta pan peraturan mengenai 
pengembangan perkotaan dan pedesaan berdasarkan norma, 

I 
standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat; 

j. Menyelenggarakan penyediaan dan }ehabilitasi rumah korban 
bencana; 

k. Menyelenggarakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi 
masyarakat yang terkena relokdsi program pemerintah 
daerah; 
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Pasal 19 
(1) Seksi Penataan dan Penyediaan Perumahan mempunyai 

tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, 
membagi tugas dan mengontrol urusan penataan dan 
penyediaan perumahan. 

atasan; 
JJ. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh 

atasan. 

ii. 

hh. 

gg. 

Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksaan 
tugas sesuai dengan ketentuan yanJ berlaku; 
Membimbing dan memberikan pethnujuk kepada bawahan 

I 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 
Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bah.an 
mengembangankan karir; I 
Melaporkan hasil pelaksaan tugas dan/ atau kegiatan kepada 

ff. 

kepada atasan; 
ee. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

cc. 

bb. 

aa. 

z. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup bidang 
perumahan rakyat; 
Melakukan pengangamanan dan pemeliharaan baang milik 
daerah lingkup bidang perumahaan rakyat; 
Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan 

I perundang-undangan dan ketentuan ketentuan yang 
berkaitan dengan biadang perumahJn rakyat; 
Melaksanakan program pengawasah internal di lingkungan 
bidang perumahan rakyat; 

dd. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

x. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja bidang 
perumahan rakyat; 

y. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuangan; 
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran (IDPA) Seksi penataan dan 
penyediaan Perumahan; 

h. Menyiapkan bahan peraturan sebagai pelaksana peraturan 
provinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan 
dan pedesaan; 

Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 
penataan dan penyediaan Perumah~; 
Menyiapkan bahan-bahan RPJPD db RPJMD sesuai bidang 
tugasnya sebagai bahan penyusuAan RPJPD dan RPJMD 
kabupaten; 
Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan bidang sebagai bahan peJyusunan LPPD Tahunan 
dan LPPD lima tahunan kabupaten; 
Menyiapkan bahan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati; 
Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi penataan dan 
penyediaan Perumahan; 

g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 

Pasal 20 
Seksi Penataan dan Penyediaan Perumahan dipimpin oleh seorang 
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi penataan 

dan penyediaan Perumahan; 

f. 

e. 

d. 

c. 

b. 

penataan urusan penyediaan dan b. Pelaksanaan 
perumahan; 

c. Pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol urusan 
penataan dan penyediaan perumahan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Untuk melakasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas, Seksi Penataan dan Penyediaan Perumahan 
mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan penataan dan penyediaan 

perumahan; 
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x. 

keuangan; 
Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 
Seksi penataan dan penyediaan PeJmahan ; 
Mempelajari, memahami dan thelaksanakan peraturan 
perundang-undangan, ketentuan-k~tentuan yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya seJagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

w. 

t. 
s. 

r. 

q. Menyusun rencana penetapan pemberian nama-namajalan di 
lingkungan perumahan dan kawasah industri; 

I Menyusun rencana penetapan penomoran rumah tinggal 
pada kawasan perumahan; 
Melaksanakan kordinasi dengan seksi lain; 
Menghimpun mengolah dan mengJalisa data serta penyajian 
data hasil kegiatan Seksi pedataan dan penyediaan 
Perumahan; 

u. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 
v. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

rencana penggunaan pen eta pan tan ah p. Menyusun 
fasos / fasum; 

o. 

n. 

m. 

1. 

k. 

J. 

Menyiapkan bahan penetapaan peraturan berdasarkan norma 
standar prosedur dan kriteria; 
Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban 
bencana· I 

F . ill. ~ di ah b · I ak t t k as tasi penye iaan rum agi masyar a yang er ena 
relokasi program pemerintah daerah~ 
Menyiapkan bahan penetapan Jebijakan, strategi, dan 
program di Seksi penataan dan pen~ediaan Perumahan; 
Menyiapkan bahan norma standar prosedur dan kriteria di 
Seksi penataan dan penyediaan Perumahan; 

I 
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi dalam 
menyelenggarakan keterpaduan prasarana, keserasian 
kawasan dan lingkungan hunian berimbang; 
Menyusun rencana penyerahan dJi penerimaan prasarana 

I 
sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang kepada 
pemerintah daerah; 

i. 
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Pasal 22 

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dipimpin oleh 
al · · I b i berik seorang Kep a, mempunyai uraian tugas se agar e ut: 

(2) 

( 1) 
Pasal 21 

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mempunyai 
tugas pokok Merencanakan k~giatan, melaksanakan, 

I membagi tugas dan mengontrol urusan Prasarana Sarana 
dan Utilitas. 
Untuk melakasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas, Seksi Prasarana, Sarana ldan Utilitas Perumahan 
mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan Prasarana Sarana dan 

Utilitas; 
b. Pelaksanaan urusan Prasarana Sarana dan Utilitas; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas ldan monitoring evaluasi 

urusan Prasarana Sarana dan uilitas; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

ee. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh 
atasan. 

atasan; 

cc. 

bb. 

aa. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksaan 
tugas sesuai dengan ketentuan yanJ berlaku; 
Membimbing dan memberikan pethnujuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalkn lancar; 
Menilai hasil kerja bawahan secara' berjenjang untuk bahan 
mengembangankan karir; 

dd. Melaporkan hasil pelaksaan tugas dan/atau kegiatan kepada 

y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 
kepada atasan; 

z. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 
permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 
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0. 

n. 

m. 

I. 

k. 

j. 
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Menyiapkan bahan penetapan kebijakan, strategi, dan 
program di Seksi Prasarana Sarana kan Utilitas; 
Menyiapkan bahan penerbitan perte~aan dan pembuatan 
detail perumahan, rumah susun, aplartemen dan 
condominium; 
Menyiapkan bahan norma standar prosedur dan kriteria di 
Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas~ 
Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan 
pemeliharaan saluran/ drainase peJmahan; 
Menyiapkan bahan pelaksanaan peJingkatan dan 
pemeliharaan utilitas perumahan; 
Melaksanakan kordinasi dengan seksi lain; 

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana 

Sarana dan U tilitas; 

b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 
Prasarana Sarana dan Utilitas; 

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 
tugasnya sebagai bahan penyusunaJ RPJPD dan RPJMD 
kabupaten; 

d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan 

I 

dan LPPD lima tahunan kabupaten; I 
e. Menyiapkan bahan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 

jabatan Bupati; 
f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 

I 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Prasarana 
Sarana dan Utilitas; 

g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 
I 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Prasarana 
Sarana dan U tilitas; 

h. Menyiapkan bahan peraturan sebagai pelaksana peraturan 
provinsi dan nasional dalam prasardna dan sarana perkotaan 
dan pedesaan; 

i. Menyiapkan bahan penetapaan peraturan berdasarkan norma 
standar prosedur dan kriteria; 



(2) 

( 1) 

Pasal 23 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan mempunyai 
tugas pokok merencanakan 1perasional, mengelola, 
mengkoordinasikan, mengendalildn, mengevaluasi dan 
melaporkan urusan pengawasJ.n dan pengendalian 
perumahan. 
Untuk melakasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

I 
diatas, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan 
mempunyai fungsi : 

atasan; 
aa. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh 

atasan. 

y. 

x. 

w. 

v. 

u. 

t. 

r. 

q. 

p. 

Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas ; 
Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan, ketentuan-kelentuan yang berkaitan 

I 
dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 
Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 
kepada atasan; 
Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 
permasalahan lingkup tugasnya sertk. mencari altematif 
pemecahannya; 
Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksaan 
tugas sesuai dengan ketentuan yanJ berlaku; 
Membimbing dan memberikan petuJujuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjallm lancar; 
Menilai hasil kerja bawahan secara Jerjenjang untuk bahan 
mengembangankan karir; 

z. Melaporkan hasil pelaksaan tugas dan/atau kegiatan kepada 

Menghimpun mengolah dan menganalisa data serta penyajian 
data hasil kegiatan Seksi Prasarana karana dan Utilitas; 

I 
Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 
Menyusun pertanggungjawaban lapdran kegiatan dan 
keuangan; 

s. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 
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Pasal 24 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dipimpin oleh 

seorang Kepala, mempunyai uraian tugaJ sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan dan an~aran Seksi Pengawasan 

dan pengendalian perumahan; 

b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 

Pengawasan dan pengendalian perubiahan; 
I 

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 
I tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD 

Kabupaten; 

d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 

tahunan bidang sebagai bahan peJyusunan LPPD Tahunan 
dan LPPD lima tahunan kabupaten; 

e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 

jabatan Bupati; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 

(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengawasan 

dan pengendalian perumahan; 

g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan 

dan pengendalian perumahan; 

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas 

pelaksanaan pemberian perijinan; 

i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perumahan; 

j. Melaksanakan pelayanan dan inforrbasi di bidang tugasnya; 

k. Melaksanakan bimbingan dan bembinaan teknis seksi 

pengawasan dan pengendalian perukahan; 

a. Perencanaan operasional pengawasan dan pengendalian 

perumahan; 

b. Pengelolaan urusan pengawasan dan pengendalian 

perumahan; 

c. Pengendalian urusan, evaluasi dan pelaporan urusan 

pengawasan dan pengendalian perumahan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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kepada atasan; 

z. 

y. 

x. 

w. 

v. 

u. 

t. 

s. 

r. 

q. 

p. 

0. 

n. 

m. 
Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; 
Menyelenggarakan pengawasan terhadap penetapan 
peraturan tentang perumahan; 
Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 
Menghimpun, mengolah dan Jenganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan Jrusan pelayanan Seksi 
Pengawasan dan pengendalian perurhahan; 
Menyusun bahan laporan akJntabilitas kerja Seksi 
Pengawasan dan pengendalian perurhahan; 

I 
Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuangan; 
Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Seksi 
Pengawasan dan pengendalian peruthahan; 
Melakukan pengamanan dan perbeliharaan barang milik 
daerah di lingkup Seksi PengaJasan dan pengendalian 
perumahan; 
Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan 
perundang-undangan dan ketJntuan-ketentuan yang 

I berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan pengendalian 
perumahan; I 

Melaksanakan program pengawasah internal di lingkungan 
Seksi Pengawasan dan pengendaliJ perumahan; 
Memberikan saran dan pertimbangJn telmis bidang tugasnya 
kepada atasan; 
Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 
permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 
Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pdtunjuk kepada bawahan 

I 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 
Menilai hasil kerja bawahan secard berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 

aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 

1. 
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Pasal 26 

Bidang Kawasan Pennukiman dalam menyelenggarakan tugas 

pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, 
. . b i b rikut' mempunyai uraian tugas se agar e ti : 

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang 

Permukiman; 

b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja 

Bidang Permukiman; 

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 

Kabupaten; 

(3) 

(2) 

(1) 

Paragraf Keempat 

Bidang Kawasan Perm!kiman 

Pasal 25 

Bidang Kawasan Pennukiman mempunyai tugas pokok 
I 

merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, 

mengendalikan, mengevaluasi dan hielaporkan perencanaan 

teknis urusan permukiman. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

diatas, Bidang Kawasan PermukimJ mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan operasional bidang rermukiman; 

b. Pengelolaan urusan pennukiman; 

c. Pengendalian evaluasi dln. pelaporan urusan 

permukiman; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang 
I Perumahan Rakyat, membawahkan : 

a. Seksi Infrastuktur Permukiman; I 
b. Seksi Penataan dan Pengembangan pennukiman; 

I 
c. Seksi Pengawasan dan pengendalian pennukiman. 

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh 

atasan. 
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permukiman; 
q. Menyusun bahan pelaksanaan pengembangan, pelayanan 

informasi bidang permukiman; 

r. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan penataan 

permukiman nelayan; 

0. 

n. 

Menyusun bahan pengelolaan pengembangan sistem 

informasi bidang permukiman; 

Menyusun bahan pembinaan, penataan, pengembangan dan 

pemeliharaan jalan lingkungan ado drainase permukiman 

dengan pembuangan langsung ke sJngai; 

Menyusun bahan peraturan norm~ standar prosedur dan 

kriteria kebijakan, pencegahan penJmggulangan permukiman 

kumuh; 

p. Menyusun bahan standar layanan minimal bidang 

m. 

hektar; 

k. Menyusun bahan penetapan peraturan mengenai 

pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma, 
I 

standar, prosedur dan kriteria di bidang permukiman; 

I. Menyusun bahan penerapan standbJ. pelayanan minimal di 

bidang permukiman; 

j. 

i. 

(RENSRA) dan rencana kinerja (REN A) Bidang Permukiman; 

g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran {RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Permukiman; 

h. Merumuskan sasaran kegiatan yang hendak dicapai 

berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai 

dasar dalam pelaksanaan tugas; 

Merencanakan penetapan kebijakan dan strategi 
I pembangunan perkotaan dan perdesaan ; 

Menyelenggarakan Penataan dj Peningkatan kualitas 

kawasan permukiman kumuh deAgan luas di bawah 10 

e. 

Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 

tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan 
I 

dan LPPD lima tahunan Kabupaten Bekasi; 

Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akl{ir tahun dan akhir masa 

jabatan Bupati; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 

d. 
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atasan; 
gg. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

ff. 

ee. 

Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pJtunjuk kepada bawahan 

I 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 
Melaporkan basil pekerjaan tugas ab / atau kegiatan kepada 

dd. 

kepada atasan; 
cc. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginvestigasasi 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

aa. 

z. 

y. 

Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup bidang 
permukiman 
Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 
daerah di lingkup bidang permukimJm; 
Mempelajari, memahami dan meJrelenggarakan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang 
berkaitaan dengan bidang permu~an; 
Melaksanakan program pengawasah internal di lingkungan 
bidang permukiman; 

bb. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

x. 

kegiatan dan w. Menyusun pertanggungjawaban laporan 
keuangan; 

v. 

Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 
Menghimpun, mengelola dan 4enganalisa data serta 
penyajian data basil kegiatan urusan pelayanan bidang 
permukiman; 

u. 

s. Menyusun bahan kebijakan pene pan pemberian nama­ 
nama jalan di lingkungan permukimkn.; 

t. Menyusun bahan kebijakan penaJ.an air bersih dan MCK 
dalam satu paket pekerjaan; 
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jabatan Bupati; 

d. 

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 
tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 
Kabupaten; 
Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan Seksi Keterpaduan In~astruktur Permukiman 
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan Kabupaten; 

e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 

Pasal 28 
Seksi Infrastuktur Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala, 
mempunyai uraian tugas sebagai berikuJ: 
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi 

Infrastruktur Permukiman; 
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 

Infrastruktur Permukiman; 

(2) 

Pasal 27 
Seksi lnfrastuktur Permukiman mempunyai tugas pokok 
merencanakan kegiatan, melaksamkan, membagi tugas dan 
mengontrol urusan infrastruktur pehnukiman. 
Untuk melaksanakan tugas pokoJ sebagaimana dimaksud 
diatas, Seksi Infrastuktur PermukiJan mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan in~rastruktur permukiman; 
b. Pelaksanaan dan pengembangb urusan infrastruktur 

permukiman; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol urusan 

infrastruktur permukiman; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang dib~rikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 
e. Merencanakan perbaikan & peningkatan jalan lingkungan 

/lokal di kawasan permukiman; 
f. Merencanakan penataan saluran drainase lingkungan di 

kawasan permukiman; 
g. Merencanakan penataan air bersih dan MCK. 

( 1) 
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keuangan; 
t. Melaksanakan, program pengawasan internal di lingkungan 

Seksi Infrastruktur Permukiman; 
u. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan, ketentuan-k~tentuan yang berkaitan 

q. 
Melaksanakan koordinasi dengan seksi lain; 
Menghimpun, mengelola dan rhenganalisa data serta 
penyajian data basil kegiatah Seksi Infrastruktur 
Permukiman; 

r. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 
s. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

p. 

n. Merencanakan penataan saluran drainase lingkungan di 
kawasan permukiman selain drainase dengan pembuangan 
langsung ke sungai; 

o. Merencanakan penataan air bersih dan MCK dalam satu 
paket pekerjaan; 

kawasan keserasian prasarana, menyelenggarakan 
permukiman; 

m. Menyusun rencana kegiatan Infrastruktur Permukiman ; 

k. 

Menyiapkan bahan penetapan kebijakan, strategis, dan 
program di seksi Infrastruktur Permhkiman 
Mempersiapkan bahan norma stan1ar prosedur dan kriteria 
di seksi Infrastruktur Permukiman; 

I. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi dalam 

j. 

Permukiman; 
h. Mempersiapkan bahan penetapan peraturan berdasarkan 

norma standar prosedur dan kriteria; 
i. Merencanakan perbaikan dan peninkkatan jalan lingkungan / 

lokal di kawasan permukiman t~rmasuk perumahan di 
dalamnya; 

Infrastruktur Seksi Pelaksanaan (DPA) Anggaran 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Infrastruktur 
Permukiman; 

g. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
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c. Pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol urusan 
I • Penataan dan Pengembangan Permukiman; 

Merencakan kajian-kajian pehataan kawasan kumuh 
dan nelayan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
I 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

d. 

Pengembangan Permukiman; 
b. Pelaksanaan urusan Penataan dan Pengembangan 

Permukiman; 

unusan dan Penataan kegiatan 
mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan 

(2) 

Pasal 29 
(1) Seksi Penataan dan Pengembangan permukiman mempunyai 

tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, 
I . 

membagi tugas dan mengontrol urusan Pengembangan dan 
Penataan Permukiman. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas Seksi Penataan dan Penkembangan permukiman 

atasan. 

z. 

x. Membagi tugas kepada bawalian untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pJtunjuk kepada bawahan 

I 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer; 
Menilai basil kerja bawahan secara' berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 

aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan 

kepada atasan; I 

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

y. 

dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanan 
tugas; 

v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 
kepada atasan; 

w. Melaksanakan saran dan tugas dan menginventarisasi 
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 
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n. 

m. 
I. 

Pengembangan Permukiman; 
g. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Penataan dan 
Pengembangan Permukiman; 

h. Menyusun bahan pembinaan, penataan, Penataan dan 
Pengembangan Permukiman; 

i. Melaksanakan Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan 
permukiman kumuh dengan luas di ~awah 10 hektar; 

j. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan 
permukiman kumuh; 

k. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan penataan 
permukiman nelayan; 
Melaksanakan koordinasi dengan seksi lain; 
Menghimpun, mengelola dan Jienganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan Pendtaan dan Pengembangan 

Permukiman; I 
Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

e. 

d. 

Kabupaten; 
Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan Seksi Penataan dan PeJgembangan Permuk:iman 
sebagai bahan penyusunan LPPD bunan dan LPPD lima 
tahunan Kabupaten; 
Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akliir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Penataan dan 

c. 

b. 

Menyusun rencana kegiatan dan 
dan Pengembangan Permukiman; 
Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 
Penataan dan Pengembangan PermJkiman; 
Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dlan RPJMD sesuai bidang 
tugasnya sebagai bahan penyusuban RPJPD dan RPJMD 

a. 

Seksi Penataan dan Pengembangan permukiman dipimpin oleh 
seorang Kepala, mempunyai uraian tugaJ sebagai berikut: 

I anggaran Seksi Penataan 

Pasal 30 
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pengawasan dan pengendalian. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas Seksi Pengawasan dan pengendalian permukiman 
mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan Pengawasan dan 

Pengendalian; 
b. Pelaksanaan urusan Pengawasan dan Pengendalian; 

(2) 

pokok tu gas mempunyai 
Pengawasan dan Seksi pengendalian permukiman 

m~rencanakan kegiatan, 
I 

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan 

( 1) 

Pasal 31 

kepada atasan; 
x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

v. 

u. 

t. 

s. 

r. 

q. 

p. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 
I 

Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman; 
Mempelajari, memahami dan Jielaksanakan peraturan 

I perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
dengan bi?ang tugasnya seb~gai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 
Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 
kepada atasan; 
Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 
permasalahan di lingkup tugasnya serta alternatif 

I pemecahannya; I 

Membagi tugas kepada bawah'.an untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan ke~entuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pehmjuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalJm lancer; 
Menilai basil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 

w. Melaporkan basil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan 

o. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuangan; 
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Paragraf Kelima 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum 

Pasal 33 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang dan hiempunyai tugas pokok 
Merencanakan operasional, mengdlola, mengoordinasikan, 

I 
mengendalikan, mengevaluasi dab. melaporkan urusan 

I 
pertamanan dan Penerangan Jalan Umum. 

( 1) 

dan Pengendalian; 
Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan DOkumen 

I • d Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan an 
Pengendalian. 

g. 

f. 

e. 

Pasal 32 I 
Seksi Pengawasan dan pengendalian permukiman dipimpin oleh 
seorang Kepala, mempunyai uraian tugaJ sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kegiatan dan an~aran Seksi Pengawasan 

dan Pengendalian; 
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 

Pengawasan dan pengendalian; 
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuAan RPJPD dan RPJMD 
Kabupaten; 

d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagai bahan 
penyusunan LPPD tahunan dJ LPPD lima tahunan 
Kabupaten; 
Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 

jabatan Bupati; l 
Menghimpun dan mengumpulkan I ahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengawasan 

c. Pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrolurusan 
Pengawasan dan Pengendalian; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) 

Pasal 34 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dalam 
menyelenggarakan tugas pokok dan fungli sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 33, mempunyai uraian tugas !ebagai berikut: 

I 
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang 

Pertamanan dan Penerangan jalan ubum; 
b. Menyiapkan bahan rencana strat~gis dan rencana kerja 

Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan umum; 
Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 
tugasnya sebagai bahan penyusuJan RPJPD dan RPJMD 
Kabupaten; 

c. 

pertamanan dan penerangan jalan umum; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang 

I 
Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan : 
a. Seksi Pengelolaan Pertamanan; 
b. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 
c. Seksi Pengawasan dan PengeJdalian Pertamanan dan 

Penerangan Jalan Umum. 

urusan pelaporan evaluasi dan e. Pengendalian, 
um um; 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 
atas Bidang Pertamanan dan PJnerangan Jalan Umum 
mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan operasional bidang kawasan Pelaksanaan 

teknis operasional di bidang periamanan dan penerangan 
jalan umum; I 

b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pertamanan dan 
penerangan jalan umum; 

c. Perencanaan operasional urusan pertamanan dan 
penerangan jalan umum; 

d. Pengelolaan urusan pertamanan dan penerangan jalan 

(2) 
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t. 

s. 

r. 

q. 

p. 

0. 

n. 

m. 
Menyelenggarakan pengembangan taman rekreasi; 
Melaksanakan pengawasan dan pebgendalian ruang terbuka 
hijau; 
Melaksanakan penyusunan kajian manajemen pertamanan 
dan penerangan jalan umum; 
Melaporkan hasil pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan 
pertamanan dan penerangan jalan Jmum; 
Melaksanakan pengadaan, pengguhaan serta pemeliharaan 

I sarana dan prasarana pertamanan dan penerangan jalan 
umum; . 

Mengevaluasi kegiatan pengelolaan pertamanan dan 
penerangan jalan umum; 
Mengatur dan mengawasi pengadaan serta penggunaan 
sarana dan prasarana penerangan jJuan umum; 
Menyusun bahan pelaksanaan 1ugas pembantuan dari 

I 
pemerintah dan pemerintah provinsi; 
Menyelenggarakan koordinasi deng~ bidang lain; 

I. 

dan Penerangan jalan umum; 
g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pertamanan 
dan Penerangan jalan umum; 

h. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang 
Pertamanan dan penerangan jalan Jmum; 

1. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuangan; 

j. Mengatur penyusunan program pembangunan ruang terbuka 
hijau (RTH); 

k. Menyiapkan penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau 
(RTH); 

e. 

d. 

_ 41 _ I 

Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan Bidang Pertamanan seJagai bahan penyusunan 
LPPD Tahunan dan LPPD lima tahuban Kabupaten; 

I 
Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati ; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Pertamanan 



(2) 

Pasal 35 
Seksi Pengelolaan Pertamanan mempunyai tugas pokok 
merencanakan kegiatan, melaksanlan, membagi tugas dan 

I mengontrol urusan pengelolaan pertamanan. 
Untuk melaksanakan tugas pokoJ sebagaimana dimaksud 
diatas Seksi Pengelolaan Pertamanah mempunyai fungsi : 

( 1) 

ee. 

dd. 

cc. 

bb. 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari altematif 
pemecahannya; 
Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pdtunjuk kepada bawahan 

I 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 
Menilai basil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 
Melaporkan basil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 
kepada atasan; 

ff. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. ] 

z. 

y. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 
Bidang Pertamanan dan PenerangJ jalan umum; 
Memberikan saran dan pertimbangJ.n teknis bidang tugasnya 
kepada atasan; 

aa. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

um um; 

x. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan 
I perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan Bidang PertamJan dan penerangan jalan 

um um; 

w. 

v. 

Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan uruean pelayanan Bidang 
Pertamanan dan penerangan jalan Jmum; 
Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang 
Pertamanan dan Penerangan jalan umum; 
Melakukan pengamanan dan perheliharaan barang milik 
daerah di lingkup Bidang Pertam.Jan dan Penerangan jalan 

u. 
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Pertamanan; 
g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi pengelolaan 
Pertamanan; 

h. Menyiapkan bahan perencanaan program pembangunan 
ruang terbuka hijau (RTH); 

i. Menyiapkan bahan pengembangan taman rekreasi; 
j. Melaksanakan kajian pertamanan; 
k. Membuat dan menata pertamanan serta paru-paru kota 

dalam upaya menciptakan keiAdahan dan kesehatan 
lingkungan; 

e. 

d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPDI tahunan dan LPPD lima 
tahunan Seksi Pengelolaan raman sebagai bahan 
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 
Kabupaten; 
Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati ; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi pengelolaan 

Pasal 36 
Seksi Pengelolaan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala, 

· · b · b ik I mempunyai uraian tugas se agar en ut: 
a. Menyusun rencana kegiatan dan ariggaran Seksi pengelolaan 

Pertamanan; 
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 

pengelolaan Pertamanan; 
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 
Kabupaten; 

a. Perencanaan kegiatan urusan pengelolaan pertamanan; 
I b. Pelaksanaan urusan pengelolaan pertamanan; 

c. Pembagian pelaksanaan tug!s urusan pengelolaan 
pertamanan; I 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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(2) 

Pasal 37 

Seksi Pengelolaan Penerangan .Jalan Umum mempunyai 

tugas pokok merencanakan ~perasional, mengelola, 
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan urusan pengelolaan pederangan jalan umum. 

Untuk melaksanakan tugas pokoJ sebagaimana dimaksud 
I diatas Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 

mempunyai fungsi : 

( 1) 

w. 

v. 

u. 

t. 

s. 

r. 

q. 

p. 

Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi pengelolaan Pertamanan; 

Mempelajari, memahami dan Jielaksanakan peraturan 

perundang-undangan, ketentuan-k~tentuan yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya seblagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

kepada atasan; 

Melaksanakan evaluasi tugas I dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 

pemecahannya; 

Membagi tugas kepada bawalian untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 

Membimbing atau memberikan pJtunjuk kepada bawahan 
I 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

Menilai hasil kerja bawahan secarJ berjenjang untuk bahan 

mengembangkan karier; 

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 

kepada atasan; 

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

0. 

1. Melaksanakan pemeliharaan pertamanan serta paru-paru 

kota untuk menjaga kelestarian kbindahan dan kesehatan 

lingkungan; 

m. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

n. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

keuangan; 
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h. 

g. 

Pasal 38 
Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang 

I 
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kegiatan ban anggaran Bidang 

I Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja 

Bidang Pengelolaan Penerangan JalJ.n Umum; 
I 

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 
tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 
Kabupaten; 

d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan Bidang Pengelolaan Pinerangan Jalan Umum 
sebagai bahan penyusunan LPPD ~ahunan dan LPPD lima 
tahunan Kabupaten; 

e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati ; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Pengelolaan 
Penerangan Jalan Umum; 
Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan 
Penerangan Jalan Umum; I 
Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang 

I Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 

a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan 
penerangan jalan umum; 

b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pengelolaan 
penerangan jalan umum; I 

c. Perencanaan operasional urusan pengelolaan penerangan 
jalan umum; 

d. Pengelolaan urusan penerangan jalan umum; 
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaboran urusan pengelolaan 

penerangan jalan umum; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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w. 

Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pdtunjuk kepada bawahan 

I 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

v. 

kepada atasan; 
u. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

r. 

q. 

p. 

0. 

n. 

m. 
jalan umum; 
Menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan kegiatan 
pengelolaan pengelolaan penerangkn jalan umum sebagai 
bahan pelaporan; 
Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 
Menghimpun, mengolah dan Jienganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan urussn pelayanan Bidang 

I Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 
Mengendalikan pelaksanaan telmisl kegiatan lingkup Bidang 
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 
Melakukan pengamanan dan petheliharaan barang milik 

I 
daerah di lingkup Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan 
Umum· I 

Memp:lajari, memahami dan meJyelenggarakan peraturan 
I perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan Bidang Pengelblaan Penerangan Jalan 
Um um; 

s. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 
Bidang Pengelolaan Penerangan JalJn Umum; 

t. Memberikan saran dan pertimbangJn teknis bidang tugasnya 

Menyelenggarakan pengaturan dan pemantauan pengelolaan 
penerangan jalan umum; 

I. Menyelenggarakan pemeliharaan pengelolaan penerangan 

k. 

j. 

i. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuangan; 
Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

I Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 
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Pasal 40 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Penerangan 
Jalan Umum dipimpin oleh seorang KJpala, mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan 

dan pengendalian pertamanan dan Jenerangan jalan umum; 
b. Menyiapkan bahan rencana strateis dan rencana kerja Seksi 

Pengawasan dan pengendalian pe~anan dan penerangan 
jalan umum; 

(2) 

( 1) 

atasan. 

y. 

x. 

Pasal 39 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Umum mehipunyai tugas pokok 
merencanakan operasional, mengklola, mengoordinasikan, 

I mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan 
penerangan jalan umum. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

I 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Umum mempuny1 fungsi : 
a. Perencanaan operasional pengalasan dan pengendalian 

pertamanan dan penerangan jail umum; 
I b. Pengelolaan urusan pengawasan dan pengendalian 

pertamanan dan penerangan jail umum; 
c. Pengendalian urusan, evaluasi! dan pelaporan urusan 

I 
pengawasan dan pengendalian pertamanan dan 
penerangan jalan umum; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Menilai hasil kerja bawahan secarj berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 
Melaporkan basil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 
kepada atasan; 

z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 



p. 

q. 

0. 

n. 

m. 

dan penerangan jalan umum; 
Melaksanakan pelayanan dan informasi di bidang tugasnya; 
Melaksanakan bimbingan dan Jembinaan teknis seksi 
pengawasan dan pengendalian peJamanan dan penerangan 
jalan umum; 
Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; 
Menyelenggarakan pengawasan terhadap penetapan 
peraturan ten tang pertamanan dan penerangan jalan umum; 
Menyelenggarakan koordinasi dengah bidang lain; 
Menghimpun, mengolah dan 4enganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan Jrusan pelayanan Seksi 
Pengawasan dan pengendalian perfumanan dan penerangan 
jalan umum; 

I. 

k. 

pengendalian Melaksanakan pengawasan 
pelaksanaan pemberian perijinan; 
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertamanan 

j. atas 
keuangan; 

h. 

g. 

f. 

e. 

d. 

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 
tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 
Kabupaten; 
Mengumpulkan bahan-bahan LPPDI tahunan dan LPPD lima 

tahunan .bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan 
dan LPPD lima tahunan kabupaten; 
Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati; 
Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengawasan 
dan pengendalian pertamanan dan Jenerangan jalan umum; 
Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan 
dan pengendalian pertamanan dan Jenerangan jalan umum; 
Menyusun bahan laporan akJntabilitas kerja Seksi 
Pengawasan dan pengendalian peJamanan dan penerangan 
jalan umum; 

i. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
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Paragraf Keenam 
Bidang Pertanahl.n 

Pasal 41 
Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan 
mempunyai · tugas pokok merencanakan operasional, 
mengelola, mengkoordinasikan, meJgendalikan, mengevaluasi 
dan melaporkan perencanaan tekniJ urusan pertanahan. 

( 1) 

kepada atasan; 
bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh 

atasan. 

aa. 

z. 

y. 

Membagi tugas kepada bawalian untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pJtunjuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berja1k_n lancar; 
Menilai hasil kerja bawahan secarJ berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 

x. 

kepada atasan; 
w. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

u. 

t. 

$. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 
daerah di lingkup Seksi PengaJasan dan pengendalian 
pertamanan dan penerangan jalan Jmum; 

I Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan 
perundang-undangan dan ketbntuan-ketentuan yang 
berkaitan dengan Seksi Pengawhsan dan pengendalian 
pertamanan dan penerangan jalan Jmum; 
Melaksanakan program pengawasah internal di lingkungan 

I 
Seksi Pengawasan dan pengendalian pertamanan dan 
penerangan jalan umum; 

v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

r. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Seksi 
Pengawasan dan pengendalian peJamanan dan penerangan 
jalan umum; 
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Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
tahunan bidang sebagai bahan peAyusunan LPPD Tahunan 

I 
dan LPPD lima tahunan Kabupaten Bekasi; 

I 
Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati; 
Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Pengadaan 
Tanah Untuk Kepentingan Umum; \ 
Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pertanahan; 

Pasal 42 
Bidang Pertanahan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan 
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang 

Pertanahan; 
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja 

Bidang Pertanahan; 
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 
Kabupaten; 

g. 

f. 

e. 

d. 

Pertanahan, membawahkan : 
a. Seksi Pengadaan Tanah; 
b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah; 
c. Seksi Pengelolaan Pemakaman. 

(2) 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, Bidang Pertanahan mempunyJ fungsi : 

a. Perencanaan operasional urusJ pertanahan; 

b. Pengelolaan urusan pertanahan; 

c. Pengendalian urusan, evaluasi dan pelaporan urusan 

pertanahan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang 



v. 
u. 

t. 

s. 

r. 

q. 
p. 

bangunan dan tanaman yang terkena pembangunan untuk 
kepentingan Pemerintah Daerah; 
Melaksanakan pengukuran dan pemetaan; 
Melaksanakan sertifikasi hak ataJ tanah yang merupakan 
asset Pemerintah Kabupaten Bekabi yang berada di bawah 
penguasaan Dinas; 
Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan terhadap 
pemanfaatan serta peruntukan lahah secara periodik; 
Mempersiapkan konsep terhadap b1ntuk dan struktur tanah 
untuk perubahan Fungsi Pemanfaalm Tanah; 
Melaksanakan pengendalian terhadJi.p lahan tidur yang sudah 
dikuasai oleh pengembang; 
Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 
Menghimpun, mengolah dan ~enganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan uhisan pelayanan Bidang 
Pertanahan; 

w. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang 
Pertanahan; 

n. 
m. 

1. 

k. 

J. 

Menyusun dan melaksanakan pengadaan tanah untuk 
kepentingan pembangunan Pemerinkh. Daerah; 
Menyusun pembentukan panitia ~engadaan tanah untuk 
kepentingan pembangunan Pembrintah Daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan; 
Melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah untuk 
kepentingan pembangunan PemenJtah Daerah; 
Melaksanakan inventarisasi tanah dan obyek yang ada di 
atasnya yang akan terkena pengadaan tanah untuk 
pembangunan Pemerintah Daerah; L 
Menyusun rekomendasi tim penilai ah; 
Melaksanakan musyarawah dengJ para pemilik tanah yang 
terkena pengadaan tanah untuk Jembangunan Pemerintah 
Daerah; 

o. Melaksanakan pemberian ganti kerugian atas tanah, 

i. 

h. Merumuskan sasaran kegiatan yang hendak dicapai 
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai 
dasar dalam pelaksanaan tugas; 
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landreform; 
mm. mempersiapkan pelaksanaan penetapan redistribusi tanah 

kelebihan maksimum dan tanah ab~entee; 
nn. menyelesaikan masalah ganti keruban dan santunan tanah 

untuk pembangunan oleh pemerinJJi daerah; 

pertimbangan 

sengketa tanah 

11. 

kk. 

dd. 
cc. 

keuangan; 
ff. Mengendalikan pelaksanaan teknia kegiatan lingkup Bidang 

Pertanahan; 
gg. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah di lingkup Bidang Pertanahah; 
I hh. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan 
I perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan Bidang Pertanahah; 
ii. Melaksanakan pelaksanaan prograJh pengawasan internal di 

lingkungan Bidang Pertanahan; 
jj. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

kepada atasan; 
mengkaji dan merumuskan penyjlesaian 
garapan di wilayah Kabupaten Bekasi; 
mempersiapkan pembentukan panitia 

mempersiapkan pelaksanaan penetapan redistribusi tanah 
kelebihan maksimum dan tanah abJentee; 
menyiapkan bahan penyelesaian seJgketa tanah garapan; 
menyelenggarakan fasilitasi perun~ukan penggunaan lahan 

I 
tempat pemakaman umum (TPU) di wilayah Kabupaten 
Bekasi; 

ee. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

pertimbangan panitia 

bb. 

pembentukan aa. mempersiapkan 
landreform; 

z. 

y. 

x. 
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Mengendalikan penetapan subyek dan obyek redistribusi 

tanah, serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan 

tanah absentee dalam wilayah Kabu~aten Bekasi; 
I 

menyelenggarakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah 
kosong dalam wilayah Kabupaten BJkasi; 
merumuskan perencanaan peJggunaan tanah yang 
hamparannya dalam wilayah Kabupkten Bekasi; 



kepada atasan; 
bbb. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

ccc. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 

I 

Pengelolaan bi dang di urusan zz. menyelenggarakan 
Pemakaman; 

aaa. memberikan saran dan pertimbangan telmis bidang tugasnya 

keuangan; 
vv. mengendalikan pelaksanaan telmis kegiatan lingkup Bidang 

Pengadaan Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah; 
ww. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah di lingkup Bidang PengadaJ Tanah dan Pemanfaatan 
Tanah; 

xx. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan 
I perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan Bidang PengadaJ Tanah dan Pemanfaatan 
Tanah; 

yy. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di 
I 

lingkungan Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan 
Tanah; 

tt. 

rr. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain; 
menghimpun, mengolah dan J.enganalisa data serta 
penyajian data basil kegiatan uJusan pelayanan Bidang 
Pengadaan Tanah dan Pengendalianl Pemanfaatan Tanah; 
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang 
Pengadaan tanah dan Pengendalian ~emanfaatan Tanah; 

uu. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

SS. 

oo. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti 
kerugian tanah kelebihan maksimurn dan tanah absentee di 
wilayah Kabupaten Bekasi; 

pp. infentarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam wilayah 
Kabupaten Bekasi; 

qq. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada di 
wilayah Kabupaten Bekasi; 
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(2) 

Pasal 43 
Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas pokok 
merencanakan kegiatan, melaksan~an, membagi tugas dan 

I mengontrol urusan pengadaan tanah untuk Kepentingan 
pembangunan Pemerintah Daerah. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas, Seksi Pengadaan Tanah meJpunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan Pemerintah Daerah; 
b. Pelaksanaan urusan pengadaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan Pemerintah Daerah; 

( 1) 

mmm. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

atasan; 

ddd. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjallm lancar; 

eee. menilai basil kerja bawahan secara' berjenjang untuk bahan 

mengembangkan karier; l 
fff. melaporkan basil pelaksanaan t · gas dan/atau kegiatan 

kepada atasan; 
ggg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 
hhh.Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari altematif 
pemecahannya; 

iii. Membagi tugas kepada bawalian untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 

ID· Membimbing atau memberikan pJtunjuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalb lancar; 

kkk. Menilai hasil kerja bawahan secars' berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 

111. Melaporkan basil pelaksanaan tugas dan atau kegiata kepada 
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i. 

h. 

g. 

f. 

e. 

Mengumpulkan bahan-bahan LPPDI tahunan dan LPPD lima 
tahunan Seksi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

pembangunan Pemerintah Dabrah sebagai bahan 

penyusunan LPPD tahunan dJ LPPD lima tahunan 

Kabupaten; 

Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 

jabatan Bupati; 

Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 

(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan pembanJinan Pemerintah Daerah; 

Menyusun Rencana Kegiatan AnggJran (RKA) dan DOkumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan pembangunan Pemerintah Daerah; 
I 

Mempersiapkan kajian rencana pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan Pemerinb Daerah sebagai bahan 
I acuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah; 

Mempersiapkan bahan penetapah lokasi tanah untuk 

pembangunan kepentingan Pemerinb Daerah; 
I 
I 

d. 

Pasal 44 

Seksi Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang kepala, mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan pembanJinan Pemerintah Daerah; 

b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 

Pengadaan Tanah Untuk Kep~ntingan pembangunan 

Pemerintah Daerah; 

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuban RPJPD dan RPJMD 

Kabupaten; 

c. Pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol urusan 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 

Pemerintah Daerah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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x. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 
keuangan; 

w. 

v. 
u. 

t. 

s. 

r. 

q. 

p. 

o. 

n. 

m. 

1. 

k. 

j. 
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Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan Pemerinb Daerah; 

Mempersiapkan bahan pembentJkan panitia pengadaan 
I 

tanah untuk pembangunan kepentingan Pemerintah Daerah 
sesuai dengan peraturan perundanlundangan; 
Mempersiapkan bahan pelaksanaJ.n sosialisasi pengadaan 
tanah untuk pembangunan kepentiJgan Pemerintah Daerah; 
Melaksanakan inventarisasi tandh yang akan terkena 
pembangunan untuk kepentingan Plmerintah Daerah; 
Mempersiapkan bahan rekomendlsi lembaga tim penilai 

tanah; I 

Mempersiapkan pelaksanaan mJsyawarah dengan para 
pemilik tanah yang terkena pembanbnan untuk kepentingan 
Pemerintah Daerah; 
Mempersiapkan pelaksanaan pemberian penggantian secara 
wajar atas tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena 
pembangunan kepentingan Pemerinb Daerah; 
mempersiapkan bahan sertifikasi hak atas tanah yang 
merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bekasi ke Kantor 
Pertanahan; 
melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi 
tanah, serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan 
tanah absentee dalam wilayah Kabubaten Bekasi; 
melaksanakan inventarisasi dan pJmanfaatan tanah kosong 
dalam wilayah Kabupaten Bekasi; 
Melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang 
hamparannya dalam wilayah Kabupkten Bekasi; 

I 
Melaksanakan koordinasi dengan seksi lain; 
Menghimpun, mengolah, dan rhenganalisa data serta 
penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan pembangunan Pemerintah Daerah; 

I 
Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 



mempunyai fungsi : 
a. perencanaan kegiatan urusan Pengendalian dan 

Pemanfaatan Tanah; 
b. pelaksanaan urusan Pengendalian dan Pemanfaatan 

Tanah; 

( 1) 

Pasal 45 
Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah mempunyai 
tugas pokok merencanakan Jegiatan, melaksanakan, 
membagi tugas dan mengontrol urusan Pengendalian dan 
Pemanfaatan Tanah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah 

kepada atasan; 
gg. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

ee. 

dd. 

cc. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 
Membimbing atau memberikan pJtunjuk kepada bawahan 

I 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 
Menilai basil kerja bawahan secarJ berjenjang untuk bah.an 
mengembangkan karier; 

ff. Melaporkan basil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 

pelaksanaan tugas; 
aa. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

kepada atasan; 
bb. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari altematif 
pemecahannya; 

y. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 
Seksi Pengadaan Tanah Untuk KJpentingan perribangunan 
Pemerintah Daerah; 

z. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan, ketentuan-k~tentuan yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya seblagai pedoman dalam 
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pertimbangan panitia 

I. 

k. 

j. 

i. 

pembentukan h. mempersiapkan 

landreform; 

g. 

mempersiapkan pelaksanaan penetapan redistribusi tanah 

kelebihan maksimum dan tanah abJentee; 

melaksanakan Pengendalian dJ Pengawasan terhadap 

Pemanfaatan serta Pembentukan Tahah secara Periodik; 

menyiapkan konsep terhadap benJk, struktur tanah untuk 

perubahan fungsi pemanfaatan tan~; 

melaksanakan pengendalian terhadkp lahan-lahan tidur yang 

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
I 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengendalian dan 

Pemanfaatan Tanah; 

jabatan Bupati ; 

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 

(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengendalian 

dan Pemanfaatan Tanah; 

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPDI tahunan dan LPPD lima 

tahunan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tanah sebagai 

bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 

Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 

Pasal 46 

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dipimpin oleh seorang 
I 

Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi 

Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah; 

b. menyiapkan bahan rencana strategib dan rencana kerja Seksi 

Pengendalian dan Pemanfaatan Tank; 
I 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 

Kabupaten; 

c. pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol urusan 

Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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sengketa tanah garapan dalam 

majah ganti kerugian dan 
k I . b epentingan pem angunan 

kepada atasan; 

aa. 

z. 
mengembangkan karier; 

melaksanakan penyelesaian 

wilayah Kabupaten Bekasi; 

melaksanakan penyelesaian 

santunan tanah untuk 

Pemerintah Daerah; 

bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 

y. 

x. 

w. 

tugasnya kepada atasan; 

v. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 

pemecahannya; 

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 

membimbing atau memberikan pJtunjuk kepada bawahan 
I 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

menilai basil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan 

t. 

s. melaksanakan program pengawasan internal di 

lingkungan Seksi Pengendalian dJ Pemanfaatan Tanah; 

mempelajari, memahami dan tfielaksanakan peraturan 

perundang-undangan, ketentuan-kktentuan yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya seJagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

u. memberikan saran dan pertimbangan teknis dibidang 

r. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

keuangan; 

q. 

p. 

o. 
n. 
m. 
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sudah dikuasai oleh pengembang; 

menyiapkanbahan penyelesaian sengketa tanah garapan; 
I 

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain; 

menghimpun, mengolah dan Jienganalisa data serta 
I 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengendalian dan 

Pemanfaatan Tanah; 

melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam 

wilayah Kabupaten Bekasi; I 

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 



(2) 

( 1) 
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Pasal 48 
Seksi Pengelolaan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala, 

· · b · b ik I mempunyai uraian tugas se agar en ut : 
a. Menyusun rencana kegiatan dan ankgaran Seksi Perencanaan 

dan Pengelolaan Pemakaman; 
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi 

I 
Perencanaan dan Pengelolaan Pemakaman; 

I 
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusuhan RPJPD dan RPJMD 
Ka bu paten; 

d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima 
. I 

tahunan Seksi Pengelolaan Makam sebagai bahan 
penyusunan LPPD tahunan dab LPPD lima tahunan 
Kabupaten; 

e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa 
jabatan Bupati ; 

f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis 
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Perencanaan 
dan Pengelolaan Pemakaman; 

Pasal 47 

Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas pokok 

merencanakan kegiatan, melaksandkan, membagi tugas dan 
I mengontrol urusan pengelolaan pemakaman. 
I 

Untuk melakasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas, Seksi Pengelolaan PemakamJ.n mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan pdngelolaan makam; 

I b. Pelaksanaan .urusan pengelolaan makam; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas uJ..usan penataan makam; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diJerikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 



y. 
x. 
w. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pemakaman; 

I 
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 
menyusun pertanggungjawaban I 1aporan kegiatan dan 
keuangan; 

z. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan 
Seksi Pengelolaan Makam; 

Pahlawan; 
v. menyiapkan bahan penyusunan konsep tarif dasar dan 

pengelolaan retribusi pemakaman; 

t. 

s. 

r. 
q. 

pengelolaan retribusi pemakaman; 
Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pemakaman; 
Melaksanakan program pengawasah internal di lingkungan 
Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Pemakaman; 
Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

I 
penyajian data basil kegiatan Seksi Perencanaan dan 
Pengelolaan Pemakaman; 
melaporkan basil koordinasi penataan dan pengelolaan areal 
pemakaman; 

u. melaksanakan penataan dan pengembangan Taman Makam 

p. 
Pahlawan; 
Melaksanakan penataan dan pengembangan Taman Makam 

I 

I 
Menyiapkan bahan penyusunan konsep tarif dasar dan 

o. 

n. 

m. 

Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemakaman; 
Melaksanakan kajian manajemen pdmakaman; 
Melaksanakan penyusunan normal, standar, prosedur dan 

I manual penyelenggaraan pemakaman; 
Melaksanakan pengumpulan dan lmalisa data jumlah jiwa 
yang meninggal; 
Melaporkan hasil koordinasi penataan dan pengelolaan areal 
pemakaman; 

j. 

k. 

1. 

g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Perencanaan 
dan Pengelolaan Pemakaman; I 

h. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 
i. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan 

keuangan; 
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kepada atasan; 
11. Melaksanakan fasilitasi peruntukan penggunaan lahan 

I 
tempat pemakaman umum (TPU) di wilayah Kabupaten 
Bekasi; 

mm. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

nn. Membagi tugas kepada bawalian untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan, ketentuan-kbtentuan yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya seblagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

kk. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 

ij. 

aa. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 
I 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengelolaan Makam; 
bb. mempelajari, memahami dan ihelaksanakan peraturan 

perundang-undangan, ketentuan-kbtentuan yang berkaitan 
d bid t j . d dal engan 1 ang ugasnya senagai pe oman am 
pelaksanaan tugas; 

cc. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya 
kepada atasan; 

dd. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi 
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif 
pemecahannya; 

ee. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas sesuai dengan kJtentuan yang berlaku; 

ff. membimbing atau memberikan pdtunjuk kepada bawahan 
I 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 
I 

gg. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan 
mengembangkan karier; 

hh. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan 
kepada atasan; 

ii. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 
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(2) 

Pasal 50 

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkJm. 
I 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan 
I 

oleh Kepala Bidang-Kepala Bidang, Kepala Seksi-Kepala Seksi 

(1) 

BAB IV 

TATA KERJA 

Bagian PertamJ 

Um urn 

(5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan 

sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. 

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsion1 diatur sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(4) 

(2) 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan Dihas sesuai kebutuhan. 
. I 

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas 

pokoknya bertanggungjawab kepadl Kepala Dinas. 

(3) Kelompok jabatan fungsional terdlri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yJig terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai bidang keahliannyJ. 

Setiap kelompok jabatan fungsionL dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang diiunjuk di antara tenaga 
I 

fungsional yang ada di lingkungan Dinas. 

( 1) 

Paragraf Ketujuh 

Kelompok Jabatan FuJgsional 

Pasal 49 

oo. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalb lancar; 
pp. Menilai hasil kerja bawahan secarJ berjenjang untuk bahan 

mengembangkan karier; 

qq. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 

kepada atasan; 

rr. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 
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BABV 

KEPEGAWAIAN 
Pasal 53 

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
berdasarkan usulan Sekretaris DaeJah. 

( 1) 

Bagian Ketiga 
Hal Mewakili 

Pasal 52 

( 1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam 
menjalankan tugas. 

(2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat 
menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas 
dan/ a tau kemampuan. I 

(3) 

(2) 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

Pasal 51 
Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan 
laporan kepada Bupati melalui Sekr~taris Daerah. 
Setiap pimpinan satuan organisasi ~i lingkungan Dinas wajib 
bertanggung jawab dan menya.J.paikan laporan kepada 
atasannya masing-masing. 
Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara 
penyampaiannya berpedoman pada I etentuan yang berlaku. 

(1) 

(4) 

dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya 
masing-masing. 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, idtegrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi. 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib 
memimpin dan memberikan bidibingan serta petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahJ. 

(3) 
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(2) 

( 1) 

BAB VIII 

KETENTUAN PENU,TUP 

Pasal 56 I 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini 
sepanjang mengenai telmis pelJsanaannya akan diatur 

kemudian. I 

Dengan berlakunya Peraturan ini rhaka peraturan lain yang 
I 

mengatur hal-hal yang sama di cabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pelaksanaan kewenangan penerbitan izin dan non perizinan akan 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersehdiri. 

I 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 55 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 54 
Pembiayaan Dinas bersumber dari Ariggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bekasi. 

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur 
I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) 

(3) 

(2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan 
melekat dan membuat Daftar lenilaian Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Kepala Dinas wajib memperhatikah pelaksanaan kenaikan 

kat d .. • b ,..\J • t pang an gaji pegawai awanannya sesuai pera uran 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Ditetapkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal : 4 ok+obc r 20 '16 

slPATI BEKAs1f.'. 

I 

SEKSI 
PENGELOLAAN 
PEMAKAMAN 

SEKSI 
PENGENDALIAN DAN 

PEMANFAATAN TANAH 

SEKSI 
PENGADAAN TANAH 

Bl DANG 
PERTANAHAN 

I 

SEKSI 
PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 
PERTAMANAN DAN 

PENERANGANJALANUMUM 
I 

SEKSI 
I 

PENGELOLAAN 
PENERANGANJALAN 

UMUM 
I 

LLil~LllH - - - - ----- - - - - - - - - __ j+ _ - --- - - - ----- - - - - - - _ l j--- - -------"---- - - - --+:- - - - - --- - - - - - ---- __ j I 
.----~~~~~~~--. 

SEKSI 
PENGELOLAAN 
PERTAMANAN 

·r 

SEKSI SEKSI 
PENATAAN DAN INFRASTRUKTUR - PENYEDIAAN 

.... 
PERMUKIMAN 

PERU MAHAN 

SEKSI SEKSI 
PRASARANA,SARANA PENATAAN DAN - DAN UTULITAS - PENGEMBANGAN 

PERU MAHAN PERMUKIM,AN 

SEKSI SEKSI 
PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN - PENGENDALIAN 

..... 
PENGENDALIAN 

PERU MAHAN PERMUKIMAN 

Bl DANG 
PERTAMANAN DAN 

PENERANGAN JALAN 
UMUM 

I 

Bl DANG 
PERUMAHAN RAKYAT 

Bl DANG 
KAWASAN PERMUKIMAN 

I 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

I I 
I 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

I 
SUBBAGIAN 

PERENCANiN 

I I 

1111111111111 

1111111111111 
I I I I I I I II I I I 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

DINAS 

KE PALA 

I 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

PERTANAHAN 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 57 I TAHUN 2016 
TANGGAL 14 oktober 2016 
TENTANG KEbUDUKAN DAN SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SE,RTA TATA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN BEKASI 

I 



14 oktober 20 ·;6 

BUPATI BEKASI f. 
I 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mem1intahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannyJ dalam Berita paerah ·. 
Kabupaten Bekasi. 

.·,.·.: .. :; ... · ·.:.: .. 

·: .. · .. ·=·· .. 

·.·· .· . ·. 

Pasal57 


